BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana
desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil
positif menunjukan bahwa transparansi yang senantiasa diterapkan oleh
pemerintah di tingkat desa akan berdampak baik dalam meningkatkan efektivitas
dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan. Nilai koefisien determinasi R? sebesar 0,476. Nilai
ini berarti bahwa sebesar 47,60% pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan
Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dipengaruhi oleh
penggunaan transparansi. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap
pengelolaan alokasi dana desa sebesar 52,40% yakni variabel akuntabilitas,
partisipasi masyarakat, supremasi hukum dalam bingkai Good Governance,
sistem pengendalian intern dan pengembangan kapasitas aparat desa oleh

pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti
memberikan saran sebagai berikut:
1. Sebaiknya aparat desa berupaya untuk paham mengenai akuntabilitas yang

harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga
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kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan
semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa,
sehingga dengan hal ini akan tercipta akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi
dana desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.

. Sebaiknya pemerintah desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan berupaya untuk terus mengupayakan keterbukaan
terutama dalam hal perencanaan pembangunan dan peruntukan alokasi dana
desa.

. Sebaiknya pemerintah desa di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan berupaya untuk meningkatkan output hasil kerja yakni
dengan memeprhatikan unsur-unsur akuntabilitas yang baik serta trasnparansi
agar pemerintah mampu menyerap saran dan asprirasi dari masyarakat. Setiap
tahapan pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan seefektif mungkin
dengan upaya pengembangan kompetensi dan komitmen kerja dari aparat desa

di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
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